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ABSTRAK 

 

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian merupakan penggabungan antara 

perkara pidana dengan perkara perdata. Dalam artian korban tindak pidana dapat langsung 

menggabungkan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian yang dialami oleh korban 

tindak pidana tersebut. Ketentuan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini 

terdapat di dalam Pasal 98 dan 99 KUHAP. Ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal tersebut 

yaitu ganti kerugian yang merupakan akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ganti kerugian yang dapat dikabulkan 

oleh hakim hanya sebatas ganti kerugian materil yang sudah dikeluarkan oleh korban tindak 

pidana. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis keterbatasan Pasal 98 dan 99 

KUHAP dan mengetahui apa solusi bagi korban yang mengalami kerugian materiil yang belum 

dikeluarkan oleh korban, namun akan dikeluarkan serta kerugian immateriil yang diderita oleh 

korban tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, dan asas-asas hukum pidana.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebaiknya Pasal 98 dan 99 KUHAP tentang 

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini tidak hanya dibatasi sampai kerugian materiil 

yang telah dikeluarkan oleh korban tindak pidana. Tetapi, ganti rugi yang diberikan mencakup 

kerugian materil dan immateriil yang diderita oleh korban tindak pidana. Hal tersebut dapat 

menjadi pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang dalam melakukan perubahan 

ketentuan pasal 98 dan 99 KUHAP di dalam RUU KUHAP. Sehingga harapan korban tindak 

pidana di kemudian hari dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 

bukan hanya kerugian materiil yang sudah dikeluarkan saja, melainkan ganti rugi materil yang 

belum dikeluarkan namun masih akan dikeluarkan dan kerugian immateriil.  

 

Kata Kunci: Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, Ganti Rugi Materiil dan 

Immateriil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang   

 

Sebagai seorang manusia, kita diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Manusia diberikan kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, salah 

satunya yaitu manusia diberikan raga, rasa, rasio dan rukun. Tuhan memberikan 

keempat unsur tersebut hanya kepada manusia, karena manusialah yang merupakan 

makhluk sosial dan makhluk hidup  yang paling sempurna. 

Sebagai makhluk sosial,  manusia akan berhubungan dengan manusia lain 

dalam menjalankan kehidupannya, maka dari itu, manusia diberikan unsur rukun. 

Unsur rukun ini berkaitan dengan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia 

yang lainnya. Dimana dalam hubungan tersebut, manusia harus menjalin hubungan 

yang harmonis tanpa merugikan dan mengganggu hak orang lain.Namun, di dalam 

kenyataannya tidak semulus itu, sering kali terjadi pertikaian antara manusia dengan 

manusia lain, yang menyebabkan hak mereka terganggu, bahkan sampai menimbulkan 

kerugian. 

Tindakan manusia yang tidak mengamalkan ke 4 unsur tadi, terutama tidak 

mengamalkan unsur rukun dapat mencederai hak dan kepentingan orang lain. Perilaku 

manusia yang menyimpang dan melanggar norma sering kali membuat kekacauan di 

dalam sistem masyarakat. Manusia yang dengan sengaja dan  lalai mencederai 

kepentingan atau hak orang lain bisa termasuk ke dalam suatu tindakan pidana. 

Tindakan tersebut bukan hanya merenggut hak orang lain, tetapi juga menimbulkan 

kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana tersebut.  

Salah satu contoh tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu 

terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan. Pelaku tersebut 

bukan hanya merenggut hak-hak korban, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian 

bagi pihak korban. Dalam hal ini, kerugian materil dan imateril. Kerugian materil yang 

diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas biasanya berupa kendaraan yang dinaiki 

rusak, dan timbul cedera yang harus segera diobati. Sedangkan, untuk kerugian 

immateriil salah satunya bisa berupa trauma yang dialami oleh korban akibat dari 

peristiwa kecelakaan tersebut.  
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Dari contoh tersebut, kita bisa menganalisis bahwa perilaku manusia yang 

melanggar hukum positif, bisa mencederai hak atau kepentingan orang lain. Selain itu, 

perilaku yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban. 

Lantas bagaimana hukum pidana dan peradilan pidana di Indonesia menanggapi hal 

tersebut? Apakah ada perlindungan yang layak bagi korban yang telah mengalami 

kerugian akibat adanya tindak pidana yang menimpa dirinya? 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengakomodir 

kemungkinan tersebut. Salah satunya dituangkan di dalam Pasal 98 dan 99 KUHAP. 

Pasal 98 dan 99 ini berbicara soal Penggabungan Perkara Gugatan Ganti 

Kerugian.Berikut rumusan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP: 

 “Jika suatu putusan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi 
orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat 
menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian perkara 
pidana itu.”1  

 

Dari bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kerugian 

yang  ditimbulkan oleh pelaku yang bersangkutan, maka korban yang mengalami 

kerugian bisa meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutus sekaligus 

kerugian yang dialami dengan perkara pidananya. Di dalam penjelasan Pasal 98 Ayat 

(1) KUHAP menjelaskan bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian bagi orang  

lain yaitu termasuk kerugian pihak korban.  

Ketentuan tentang penggabungan ganti kerugian ini juga diatur lebih lanjut di 

dalam Pasal 99 KUHAP, terutama Rumusan Pasal 99 Ayat (2) berbunyi: 

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang 
mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atau gugatan 
dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang 
penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang 
dikeluarkan.”2 

 

Dari bunyi pasal dan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa penggabungan ganti 

kerugian yang ada di dalam Pasal 98 Ayat (1) bisa dilakukan, dengan syarat 

kerugiannya harus berupa kerugian materil saja dan biaya yang bisa diganti hanyalah 

biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak korban. 

Pasal 98 dan 99 KUHAP telah memberikan perhatian terhadap korban tindak 

pidana. Proses memperoleh ganti kerugian yang dialami oleh korban relatif cepat, 

karena menggabungkan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian. Pada 

 
1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana., (Graha Media Press:Surabaya) 2015.  
2 Ibid.,Hlm 39. 
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hakikatnya perkara ganti kerugian ini merupakan ranahnya perdata, namun karena 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ingin memberikan perhatian terhadap 

korban, maka lahirlah Pasal 98 dan 99 KUHAP.3  

Asas keseimbangan dalam KUHAP yang mencerminkan bahwa hakim dalam 

memutus perkara, tidak hanya mempertimbangkan perlindungan hak bagi terdakwa 

saja, melainkan hakim harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak 

korban, dan hak orang lain yang menderita kerugian akibat adanya tindak pidana. 

Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah korban kurang pengetahuan 

tentang penggabungan perkara ganti kerugian ini. Sehingga, Pasal 98 dan 99 KUHAP  

jarang digunakan.4 

 Penggabungan perkara ganti kerugian ini menimbulkan konsekuensi bagi 

kedua belah pihak. Bagi pihak terdakwa, penggabungan perkara ganti kerugian  ini 

menyebabkan lamanya  masa tahanan, karena perlu waktu untuk membuktikan perkara 

pidananya terlebih dahulu, setelah ini baru pembuktian terkait kerugian korban.Namun 

disisi lain, korban tindak pidana tersebut mengalami keuntungan dalam hal proses 

pengembalian ganti kerugian  menjadi lebih cepat, tanpa harus  mengajukan gugatan 

terpisah melalui jalur perdata.5 

Dari uraian sebelumnya, KUHAP memberikan penawaran yang menarik bagi 

korban tindak pidana. Dimana korban tidak perlu mengajukan gugatan ganti kerugian 

melalui jalur perdata, melainkan korban hanya mengajukan permintaan penggabungan 

ganti kerugian kepada hakim dalam kasus pidana yang menjadi dasar gugatan tersebut. 

Namun, yang menjadi masalah yaitu penggabungan perkara  ganti kerugian ini dibatasi 

oleh Pasal 99 KUHAP Ayat (2). Sebagaimana yang telah penulis uraikan  diatas, bahwa 

rumusan Pasal 99 ayat (2) ini membatasi keberlakuan Pasal 98 KUHAP. Rumusan Pasal 

99 Ayat (2) memuat pengertian bahwa ganti rugi yang bisa diberikan hanyalah biaya 

yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Biaya disini adalah kerugian materil yang 

telah dialami oleh korban, dengan syarat biaya tersebut harus sudah dikeluarkan oleh 

 
3 Mahathir Rahman, PEMENUHAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA 
MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA BERDASARKAN PASAL 99 KUHAP, Vol. 3 (2) Jurnal 
Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana, 2019, hlm 270-271. https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16069. 
Diakses 09/03/2023.  
4 Ibid.  
5 Ibid. 

https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16069
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korban. 6Jika biaya yang menjadi kerugian bagi korban itu belum dikeluarkan oleh 

korban, maka tidak bisa diberikan ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana.  

Pasal 98 KUHAP telah memberikan perhatian bagi korban tindak pidana. 

Namun isi rumusan Pasal 99 Ayat (2) KUHAP terlihat membatasi keberlakuan Pasal 

98 KUHAP. Hal ini menjadi masalah, karena dengan adanya pembatasan tersebut, 

membuat korban tidak leluasa dalam hal mengajukan gugatan ganti kerugian yang telah 

diderita akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Keberadaan Pasal 98 dan Pasal 99 

ini yang awalnya bertujuan melindungi hak dan kepentingan korban, justru  menjadi 

sebaliknya. Korban hanya bisa mengajukan kerugian materil saja, itu pun biayanya 

harus sudah dikeluarkan oleh korban. Bagaimana jika terjadi kepada korban dalam 

kasus kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas. Apabila korban telah mengalami 

kerugian yang besar akibat pelaku tindak pidana, bahkan korban mengalami kerugian 

immateril, dalam hal ini cacat fisik, dan trauma berat akibat kecelakaan yang 

ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini, korban membutuhkan biaya 

pengobatan segera untuk memulihkan kondisinya. Sedangkan kasusnya masih dalam 

proses persidangan, dan pelaku tindak pidana hanya bisa memberikan ganti kerugian 

sebatas kerugian materiil dengan syarat harus dikeluarkan terlebih dahulu oleh korban. 

Lalu bagaimana dengan biaya yang belum dikeluarkan oleh korban, pada saat masa 

pemulihan luka akibat kecelakaan tersebut,tidak bisa diganti kerugiannya karena belum 

jelas berapa biaya yang telah dikeluarkan. Jika demikian, apakah ada keadilan bagi 

korban? Apakah tujuan awal dirumuskan Pasal 98 dan 99 KUHAP untuk melindungi 

hak dan kepentingan korban telah tercapai? Penulis berpendapat bahwa keberadaan 

Pasal 99 Ayat (2) KUHAP ini kurang efektif, kalau rumusan pasalnya membatasi 

keberlakuan Pasal 98 KUHAP.Tidak ada perlindungan yang adil bagi korban tindak 

pidana, jika bunyi rumusan Pasal 99 Ayat (2) membatasi ganti kerugian yang bisa 

didapatkan oleh korban. 

Dengan adanya rumusan Pasal 99 Ayat (2) KUHAP yang membatasi 

keberlakuan pasal 98 KUHAP, sehingga berdampak pada ketidakadilan bagi korban, 

maka  penulis tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan 

pembentuk undang-undang pada saat itu, sehingga merumuskan bunyi Pasal 99 Ayat 

(2) KUHAP  seperti demikian.  

 
6 M.Yahya Harahap,  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Graf ika, 
2000), hal 76. 
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Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi dengan judul 

“Keterbatasan Pasal 98 dan 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

dalam Perspektif Perlindungan Korban Tindak Pidana.” 

 

1.2    Rumusan Masalah: 

Pasal 98 dan 99 KUHAP berbicara tentang Penggabungan Perkara Gugatan 

Ganti Kerugian bagi korban tindak pidana.Di dalam penjelasan pasal 98 Ayat (1) 

dijelaskan bahwa kerugian yang dimaksud itu merupakan kerugian bagi  orang lain 

termasuk kerugian pihak korban. Kerugian materil yang sudah dikeluarkan oleh korban 

bisa digabungkan tuntutannya dalam perkara   pidana tersebut.Sementara itu, di dalam 

Pasal Ayat 99 Ayat (2) KUHAP diatur lebih lanjut mengenai pembatasan terhadap ganti 

kerugian yang diatur di dalam Pasal 98 KUHAP. Pasal 99 Ayat (2) membatasi ganti 

kerugian tersebut hanya sampai kerugian materil saja, dengan syarat biaya tersebut 

harus sudah dikeluarkan oleh pihak korban.Jadi, untuk kerugian immateril/kerugian 

tidak langsung dan biaya  yang belum dikeluarkan oleh pihak korban tidak bisa diganti 

kerugiannya.Lantas apa tujuan dibentuknya Pasal 98 KUHAP kalau diberlakukannya 

dibatasi oleh Pasal 99 KUHAP? 

 

Rumusan Masalahnya yaitu: 

1.2.1 Apa tujuan dibentuknya Pasal 98 dan Pasal  99  KUHAP, kalau isi  rumusan Pasal 

99 Ayat (2)  justru membatasi keberlakuan Pasal 98 KUHAP ? 

1.2.2 Bagaimana solusi bagi korban tindak pidana  yang mengalami kerugian materil 

yang belum dikeluarkan tapi masih akan dikeluarkan dan solusi bagi korban 

tindak pidana yang mengalami kerugian tidak langsung (dalam hal ini kehilangan 

pekerjaan, trauma secara mental, menjadi cacat secara fisik dan sebagaimnya)? 

Kalau solusi atau jalan keluarnya bisa menggunakan gugatan Perdata, maka 

pertanyaannya, apa tujuan Pasal 98 KUHAP ini dirumuskan kalau ternyata 

dibatasi keberlakuannya oleh Pasal 99 Ayat (2)  KUHAP, sehingga kedua Pasal 

tersebut tidak berlaku secara efektif. 
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1.3  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1.3.1   Berikut beberapa tujuan penelitian  yang dirumuskan oleh penulis: 

1.3.1.1  Untuk mengetahui apa tujuan dibentuknya Pasal 98 KUHAP dan Pasal 

99 KUHAP, sehingga bunyi Pasal 99 Ayat (2) KUHAP membatasi 

keberlakuan Pasal 98 KUHAP. 

1.3.1.2  Untuk mengetahui bagaimana solusi bagi korban tindak pidana  yang 

mengalami kerugian materil yang belum dikeluarkan tapi masih akan 

dikeluarkan dan  untuk mengetahui bagaimana solusi bagi korban 

tindak pidana yang mengalami kerugian tidak langsung. 

 

1.3.2  Berikut beberapa manfaat dari penelitian yang dirumuskan oleh penulis: 

 1.3.2.1   Manfaat Teoritis 

  Memberikan sumbangan ilmiah dan pemikiran dalam dunia 

pendidikan, terutama pendidikan di bidang hukum. 

 1.3.2.2   Manfaat Praktis  

  Memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi para 

praktisi hukum dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan 

dengan Pasal 98 dan 99 KUHAP. 

 

1.4  Metode Penelitian  

 Metode adalah prosedur yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang 

faktual melalui tahapan-tahapan yang bertahap. Penelitian adalah upaya yang dilakukan 

sebagai jalan untuk menemukan kebenaran terkait gejala yang terjadi di dalam semesta 

ini. Jadi, metode penelitian ini bisa diartikan juga sebagai prosedur yang dilakukan 

untuk mencari kebenaran tentang berbagai gejala yang terjadi. 

  

1.4.1  Metode Penelitian Yuridis Normatif 

Penulis telah merumuskan beberapa masalah, sehingga konsekuensi dari 

rumusan masalah tersebut berpengaruh terhadap  metode penelitian. Metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis 

normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang 

mengacu kepada hukum positif di Indonesia. Hal ini adalah akibat dari 

perspektif bahwa hukum merupakan badan yang independen tanpa adanya 

hubungan dengan badan-badan sosial. Oleh sebab itu, apabila penelitian 
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dianggap salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, maka yang dianggap 

oleh penulis sebagai permasalahan itu terbatas pada permasalahan yang muncul 

pada susunan hukum yang berlaku di Indonesia.7 

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga 

peraturan yang akan dianalisis oleh penulis yaitu sebagai berikut: 

1) Pasal 98 dan Pasal 99 KUHAP tentang Penggabungan Gugatan Perkara 

Ganti Kerugian. 

2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 133 Ayat 

(1)  terkait Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap 

Korban. Pasal tersebut berisi ketentuan tentang ganti kerugian yang 

dapat diputuskan oleh hakim yaitu sebatas kerugian materiil yang timbul 

akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 

3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 272 

tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal tersebut mengatur 

tentang pelaksanaan ganti kerugian dilakukan sebagaimana pelaksanaan 

pidana denda. Kemudian jaksa yang harus menyerahkan ganti kerugian 

tersebut kepada pihak yang dirugikan paling lama satu hari setelah ganti 

kerugian diterima. 

 

1.4.2   Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian penulis yaitu penelitian terhadap asas-asas dan 

norma hukum. Penelitian norma hukum adalah penelitian yang dilakukan pada 

norma hukum yang merupakan batas-batas perilaku atau tindakan yang 

melanggar kaidah tersebut.8 

Manusia pada umumnya memiliki keinginan untuk hidup yang 

tinggi.Keinginan diri sendiri untuk hidup tersebut dapat menimbulkan 

individualisme, sedangkan tekanan yang timbul dalam kehidupan 

bermasyarakat dapat melahirkan kolektivisme. Asas-asas ini lahir karena 

adanya individualisme dan kolektivisme. Asas-asas merupakan landasan 

 
7 Kornelius Benuf  & Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai 
Permasalahan Hukum Kontemporer, Vol 7 Edisi I, Jurnal Gema Keadilan, 2020, hlm 23-24. 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859. Diakses 16/03/2023. 
 
8 Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji,  Penelitian Hukum Normatif, (Depok: Rajawali Pers, 2019) , hlm 
62.  

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859
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materiil atau pedoman bagi pembentuk norma hukum.Asas-asas ini menjadi 

salah satu pedoman dalam pembentukan isi kaidah hukum. Karena pada 

dasarnya, tanpa asas-asas hukum, maka kaidah hukum tidak akan memiliki 

kekuatan yang mengikat di dalam masyarakat.9 

Seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, spesifikasi penelitian 

yang penulis gunakan adalah penelitian terhadap norma dan asas-asas hukum. 

Dalam hal ini penulis meneliti norma yang ada di dalam Pasal 98 dan 99 

KUHAP. Penulis akan melakukan kajian terhadap  norma-norma lain yang ada 

kaitannya dengan Pasal 98 dan Pasal 99 KUHAP, salah satunya yaitu 

melakukan kajian terhadap Rancangan KUHAP yang saat ini sedang diproses, 

serta mengkaji apa yang melatar belakangi pembentuk Undang-Undang pada 

saat itu sehingga merumuskan isi Pasal 98 dan 99 KUHAP seperti yang 

sekarang berlaku.Proses pengkajian tersebut didasarkan pada norma hukum 

asas-asas hukum yang berlaku. Oleh sebab itu,  penulis harus melakukan 

penelitian terhadap asas-asas dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. 

 

1.4.3   Bahan Hukum  

1.4.3.1  Bahan Hukum Primer 

      Bahan hukum yang diperoleh dari  putusan pengadilan dan 

undang-undang merupakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer 

yang digunakan oleh penulis salah satunya adalah KUHAP. 

1.4.3.2  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh 

dari buku-buku, jurnal, artikel  dan karangan pembentukan hukum (law 

reform organization). Buku dan jurnal yang penulis gunakan salah 

satunya yaitu Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, serta  

jurnal dan buku lain yang berkaitan dengan korban, ganti rugi dan 

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.  

       1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier 

   Bahan hukum tersier merupakan referensi yang sifatnya 

pelengkap, sebagai petunjuk atau pemaparan tambahan terhadap bahan 

 
9 Ibid. hlm 64. 
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hukum primer. Contoh Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, 

dan lain sebagainya. 

 

1.4.4   Metode Analisis  

            Metode Deskriptif Analitis  

      Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode untuk menggambarkan 

objek dan subjek apa yang sedang kita teliti, secara mendalam dan terperinci.Metode 

ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan prosedur mencari dan 

menghimpun data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan.  

 Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam proposal ini yaitu  metode  

deskripsi analisis untuk menggambarkan objek dan subjek penelitian. Dalam hal ini 

penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk  menganalisis dan 

menggambarkan secara terperinci apa sebenarnya tujuan dibentuknya Pasal 98 dan 99 

KUHAP tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian.Penulis juga akan 

menggambarkan dan menganalisis secara detail apa solusi yang dapat diberikan bagi 

korban yang mengalami kerugian materil dan kerugian tidak langsung akibat dari 

adanya tindak pidana. 

 

1.5  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (Lima) bab.  

dimana setiap bab akan disusun secara sistematis serta mencakup isi yang relevan. Berikut  

Sistematika bab dalam penulisan hukum yang akan penulis uraikan: 

     Bab I – Pendahuluan 

Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang hendak diteliti melalui 

penulisan hukum yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan  Sistematika Penulisan. 

Bab II –  Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  

Bab ini akan memberikan penjelasan bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak 

Pidana secara umum, dari mulai pengertian perlindungan hukum, pengertian tindak pidana,  

bentuk perlindungan hukum, dan pengaturan yang mengatur tentang perlindungan hukum 

itu sendiri.  
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Bab III – Pasal 98 dan 99 KUHAP 

Bab ini akan menjelaskan isi Pasal 98 dan 99 KUHAP serta bagaimana prosedur 

mengajukan penggabungan perkara tersebut.  

Bab IV–  Analisis Keterbatasan Pasal 98 dan  99 KUHAP Dalam Perspektif 

Perlindungan Korban Tindak Pidana 

      IV.1. Analisis keterbatasan Pasal 98 dan 99 KUHAP 

IV.2. Analisis solusi bagi korban tindak pidana  yang mengalami kerugian materil yang 

belum dikeluarkan, namun akan dikeluarkan dalam proses pemulihan akibat adanya tindak 

pidana dan solusi bagi korban tindak pidana  yang mengalami  kerugian immateriil 

      Bab V – Penutup  

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan serta saran yang didapatkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 
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